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Abstrak
 

Dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual

Beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara terjadi

pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau

Bangunan (BPHTB).

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yakni mengacu kepada norma-

norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian, pengelakan terhadap

pemungutan PPh dan BPHTB dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan

membuat akta/surat kuasa jual, akta/surat kuasa jual tersebut dibuat secara terpisah dengan PPJB, dan

dijadikan dasar untuk transaksi jual bell tanah dan/atau bangunan berikutnya dengan pihak lain.

Pengelakan diatasi dengan menandatangani surat pernyataan dan diketahui oleh Notaris yang berisi

pernyataan bahwa kuasa menjual yang diberikan kepada penerima kuasa belum pernah dibatalkan/cabut dan

masih tetap berlaku sampai dibuat dan ditandatanganinya Akta PPAT; bahwa antara pernberi dan penerima

kuasa belum/tidak pernah membuat/melakukan/ melaksanakan PPJB di hadapan Notaris; dan bahwa pemilik

dan pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan bersedia dan sanggup bertanggung jawab sepenuhnya serta

bersedia ditindak dan dituntut di hadapan pihak-pihak yang berwenang tanpa meliuatkan Kantor Pertanahan

Kotamadya Jakarta Utara.

Penulis menyarankan perlunya penyadaran mengenai pentingnya pajak, diharapkan dengan tingginya

kesadaran masyarakat, maka akan meminimalisasi pengelakan pajak; upaya yang telah dilakukan oleh

Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara dapat diikuti oleh Badan Pertanahan Nasional

Kotamadya lainnya; dan Notaris sebaiknya tidak membuatkan akta/surat kuasa yang dibuat secara terpisah

dengan Perjanjian Pengikatan Jual Bell guna menghindari terjadinya pengelakan terhadap pemungutan PPh

dan BPHTB.

......In land or building sales that was made initiated by The Installment Sale Agreement (Perjanjian

Pengikatan Jual Bell) with selling authorization that was made in front of North Jakarta Notary, there was

evasion made on Income Tax (Pajak Penghasilan) and Land Tenure Income Tax (Bea Perolehan Hak Atas

Tanah an/atau Bangunan) exaction.

The research method is juristic normative method that refers to legal norms in the prevailing laws and
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regulations. Based on the research, evasion towards PPh and BPHTB in land and/or building sales made

with Authorization Selling Letter, it was made separately with PPJB, and was made as a base for the next

land and/or building selling transaction with other parties.

Evasion was handled by signing a Statement Letter and known by the Notary that said about the statement

that the selling authorization given to the appointed has never been nullified/erased and was still in effect

until it is made and signed in front of the PPAT; that between the appointer and the appointed has never

been made/done/performed a PPJB in front of the Notary; and that the owner and holder of land and/or

building is willing and can be hold responsible and willing to be charged and punished by the authorities

without involving the North Jakarta Land Registry Office.

The author advises about the awareness to the importance of tax, hoping for society's awareness, therefore

minimizing the tax evasion; the effort made by the North Jakarta Land Registry Office can be followed by

the other Land Registry Offices; and Notary should not made Letter of Authorization that was made

separately with Installment Sale Agreement to avoid the evasion of PPh dan BPHTB exaction.


